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ANALISIS KEBITAKAN MAKRO DAN PENENTUAN PRIORITAS
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Abstrak

Flenomena reformasi yang terus bergaung, tidak saja terbatas pada bidang yang banyak
disorot seperti politik pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, hak azasi manusia,
otonomi daerah, dan semua sisi kehidupan bangsa, termasuk pula pengelolaan
sumberdaya alam. Air sebagai salah satu sumberdaya alam dan komponen yang sangat
penting bagi kehidupan manusia perlu diperhatikan. Air yang terlalu sedikit, terlalu
banyak, dan terlalu kotor menjadi falsafah utama dalam pengelolaan sumberdaya air.
Pengelolaan sumberdaya air adalah kegiatan yang mencakup pemanfaatan,
pengembangan, pengendalian, dan pelestarian yang saling terkait dan berpengarub.
Pengelolaan sumberdaya air juga merupakan upaya yang pelik karena menyangkut bidang
yang multi dimensi, multi sektor, multi disiplin, dan multi aspek. Sehingga pengelolaannya
perlu pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dalam suatu
wilayah hidrologis.

Pewwjudan tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah dengan program yang merupakan
cerminan dari kebutuhan pemecahan masalah dalam pengelolaan sumberdaya air. Usulan
program akan dikaji terhadap potensi sumberdaya, kemanfaatan, dampak yang mungkin
timbul, dan aspek pengelolaan lainnya. Paradigma baru berupa efisiensi, desentralisasi,
partisipasi masyarakat dan sektor swasta turut menambah panjang deret aspek
pengelolaan. Karena itu, dalam pengelolaan sumberdaya air aspek pengelolaan
diperhitungkan sebagai faktor pembatas. Untuk menentukan kelayakan dan prioritas
program pengelolaan perlu perangkat pengkaji yang akomodatif dalam bentuk model
kualitatif. Sehingga aspek pengelolaan yang berpengaruh (faktor pembatas) dapar
diakomodir sesuai dengan kondisi yang ada. Faktor pembatas perlu dijabarkan menjadi
kriteria dan sub-sub kriteria yang lebih jelas, sehingga diperoleh suatu hirarki dari
program pengelolaan sumberdaya air sebagai fungsi tujuan. Proses analisis dilakukan
untuk memberi bobot nilai masing-masing kriteria dan sub kriteria berdasdikan hirarki
program pengelolaan. Kelayakan dan prioritas program pengelolaan akan ditentukan
berdasarkan bobot nilai dari kriteria dan sub kriterianya.
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MACRO POLICY ANALYSIS AND PROGRAM PRIORITIZING
OF WATER RESOURCES MANAGEMENT

Abstract

The expert of the reform phenomena was not limited on public (great concern) such as
politic, economic, social well being, human right, autonomies viewpoint, bul in natural
resources management also, as part of natural resources and human lives, an attention
have been given to the water. The main philosophy in water resources management is 100
little, 100 much, and too dirty. Water Resources Management is a series of utilization,
development, controlling and conservation which depending each other. Water Resources
Management is not simple efforts, which are characterized by multiple constituencies,
multiple dimensions, multiple disciplines, and multiple objectives, and also multiple
decision makers. Therefore, the system approach to Water Resources Management has to
holistic, comprehensive and sustainable within catchments or hydrological area.

To realize the aim of Water Resources Management by the program, which reflects the
problem, requires solution. Proposed program should take into account ail aspect of Water
Resources Management, including the potential resources, utility and impact assessment.
Appearance of new paradigm as efficiency, decentralization, public involvement and
private sector increased along a series of management aspect. In line with the above
remarks, the aspect of Water Resources Management was considered as boundary
condition. To setting the priority of Water Resources Management Program, it is necessary
10 constructs the decision tool in qualitative model, so that all influential aspect would be
accommodated according to local condition. The boundary condition has to define into
more detail element as criteria and sub criteria and structuring all element of Water
Resources Management in the hierarchy. A hierarchy is an abstraction of the structure of
system 1o study the functional interaction of this element and their impact on the entire
system. Prioritizing process performed by weighting all elements in hierarchy. Priority
program decided from synthesis by finding relations through informed Judgments.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat multiguna, sebagai
salah satu unsur dalam hidup dan penghidupan, air merupakan kebutuhan dasar dan sangat
vital. Pada perkembangan sekarang, air telah berubah menjadi “komoditas” yang tidak hanya
bérnilai sosial tetapi juga bernilai ekonomi. Perubahan nilai air terutama diakibatkan oleh
perubahan kebutuhan di segala sektor seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Meski pada kenyataannya secara global jumlah air relatif tetap, tetapi ketersediaan air

* semakin terbatas dan bahkan langka pada suatu waktu dan ruang (daerah). Kelangkaan

dapat berupa tidak tersedianya air dalam jumlah yang cukup atau kualitas yang ada tidak

sesuai lagi dengan peruntukannya.

Air “ferbarukan” melalui siklus hidrologi. Air bergerak dan berubah secara dinamis
membentuk sistem tata air dengan interal;sfhulu-hilir yang tidak terpisahkan pada suatu
daerah pengaliran sungai. Perlakuan di hulu akan memberi dampak di hilir, pencemaran di
hulu menimbulkan biaya lingkungan dan akhirnya biaya sosial di hilir. Dalam keadaan
terbatas atau kekurangan air, pemanfaatan di hulu menghilangkan peluang manfaat di hilir
yang mungkin lebih besar, demikian pula sebaliknya. Meskipun air terdapat dimana-mana,

namun dalam hal koantitas dan kualitas seringkali sangat terbatas.

Kelangkaan air sudah banyak dirasakan diberbagai belahan bumi. Keprihatinan akan
tejadinya krisis air pada abad 21, telah menjadi perhatian organisasi-organisasi
internasional. Pertemuan khusus membahas pelestarian air di Dublin, Irlandia 1992, yang
menghasilkan Kesepakatan Dublin (Dublin Statement) yang menyatakan (Witoelar, 2000) :

Sumberdaya air sebagai bagian integral sumberdaya alam, disamping bersifat sosial juga
bernilai ekonomi perlu dikelola dan dikembangkan secara menyeluruh, utuh dan
terpadu, desentralistik dan berkelanjutan, melalui peran aktif stakeholders dan
pendekatan satuan wilayah sungai (SWS)

Yudiantoro, L4A099059
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Tindak lanjut pertemuan Dublin adalah dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil yang
menghasilkan Deklarasi Rio de Janairo dan dikenal dengan Agenda 21 Global (1992), vang
menyatakan (Witoelar, 2000) :

Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tidak lagi bisa memisahkan

antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bidang-
bidang yang terpisah -

Agenda 21 Global ini dijadikan dasar oleh PBB untuk menghimbau masyarakat seluruh
dunia untuk mengelola masa depan air sebaik-baiknya. Menurut Grigg (1996) pokok pikiran
dalam Agenda 21 Global adalah :

Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu (infegrated)
Prakiraan (assesment) sumberdaya air

Perlindungan sumberdaya air

Kualitas air dan ekosistem perairan

Penyediaan air minum dan sanitasi

Alr dan pengembangan perkotaan

Penyediaan air untuk kelangsungan produksi pertanian dan pengembangan
perdesaan

Pengaruh perubahan iklim pada sumberdaya air

A o mmepo ot

Pembangunan dalam pengelolaan sumberdaya air adalah segala usaha pemanfaatan,
pengembangan, pengendalian, serta pelestarian dan perlindungan air beserta sumber air
melalui perencanaan yang optimal. Pembangunan suatu wilayah akan membawa dampak
spatial berupa perubahan tata ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak. Akibatnya
daya dukung lingkungan dan ekosistem menjadi isu yang banyak disorot. Perencanaan
pengelolaan dan pemanfaatan ruang perlu dilakukan melalui penataan ruang kembali dengan

memperhatikan berbagai potensi sumberdaya wilayah untuk mengurangi resiko dan potensi
konflik. |

Pembangunan sumberdaya air harus melalii perencanaan yang menyeluruh dan terpadu
guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan
masyarakat. Pengembangan. dan pengelglaan air beserta sumber air meliputi usaha
penyediaan dan pengaturan air guna menunjang pembangunan permukiman, pertanian,
kehutanan, industri, pariwisata, kesehatan, lingkungan hidup, kelistrikan, pertahanan
nasional, penyediaan air baku perkotaan dan industri, pengendalian banjir, pencegahan

pencemaran, pengamanan pantai serta pengembangan rawa dan konservasi air.

Yudiantoro, L4A092058
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Dari berbagat permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya air, perlu segera
diupayakan pendekatan yang tepat sasaran. Dalam arti kebutuhan dapat dicukupi dengan
standar yang ditentukan, sedangkan dari sisi daya dukung lingkungan dapat terkendalikan.
Sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah, maka pendekatan untuk pengelolaan
sumberdaya air menggunakan juga pengelolaan yang berwawasan lingkungan untuk
mendukung pengembangan wilayah. Perspektif pengembangan wilayah yang menekankan
keterpaduan semua faktor yang terkait dengan ruang wilayah dalam suatu pembangunan

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas, memerlukan rumusan pola pembagian
peran antara pemerintah pusat. pemerintah daerah, maupun peran masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula dalam hal pengelolaan
sumberdaya air yang akan dilaksanakan bersama antara pemerintah, unsur swasta, dan
masyarakat (Stakeholders) dalam kerangka pemberdayaan dan partisipasi. Pengelolaan
sumberdaya lair harus menempatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam
posisi yang sama sebagai pelaku dan penentu kebijakan. Penyusunan program pengelolaan
sumberdaya air harus mengacu pada tujuan, kriteria, dan disepakati bersama, sehingga dapat

dihindari penafsiran yang subyektif tentang kelayakan dan prioritas program.

Melihat begitt kompleksnya permasalahan sumberdaya air, maka program
pembangunan sumberdaya air memerlukan keterpaduan aspek pengelolaan dan potensi
sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta partisipasi stakeholders
(pemerintah, swasta, masyarakat). Air, sebagai sumberdaya yang terbarukan dan bergerak
dari atas ke bawah tanpa mengenal batas politik, sosial, ekonomi, suku, wilayah dan bahkan
negara, selalu disertai dengan potensi konflik. Sejalan dengan semangat reformasi dan
euphoria otonomi, strategi dan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya air perlu
mempertimbangkan paradigma baru, dalam prinsip dan kewenangan pengelolaan. Sehingga
perlu penyamaan persepsi dan acuan dalam pengelolaan sumberdaya air, antara lain adalah :

Perhbangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,

a
b. Desentralisasi,

e

Demokratis dan transparan,

d. Kemandirian pengeloiaan,
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¢. Mengacu pada tata ruang dan pengembangan wilayah.

Analisis kebijakan makro pengelolaan sumberdaya air didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan faktor pengelolaan yang berkaitan. Tujuan, kriteria
dan prioritas program pengelolaan sumberdaya air sangat penting untuk menentukan
kegiatan implementasi selanjutnya yang dapat berupa proyek fistk atau kegiatan lain.
Penguraian t:Jjuan dan kriteria menjadi sub kriteria yang lebih jelas membantu pemahaman
definisi kelayakan untuk menentukan prioritas program. Uraian tersebut membentuk suat\ti
tahapan (hirarki) yang akan digunakan untuk penilaian usulan program. Analisis dan
penilaian secara hirarkis ini membantu pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
sumberdaya air (Stakeholders) untuk menentukan kelayakan dan prioritas program

pengelolaan. Kajian dan penilaian rencana program terhadap faktor pengelolaan yang

" berpengaruh oleh pihak pengelola sumberdaya air dimaksudkan untuk menentukan prioritas

program.

)

1.2  Perumusan Masalah

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air di Indonesia selalu berkaitan dengan
permasalahan dimana air berada, berapa banyak yang diperiukan, bagaimana kualitasnya,
kemana air dibuang setelah digunakan, dan berapa banyak dana yang dapat disediakan.
Kondisi ini- akan dihadapkan pada pertentangan antara kemampuan penyediaan dan
pertumbuhan kebutuhan yang cenderung sangat cepat. Berbagai kebijakan dalam pengelo-
laan dan pembangunan sumberdaya air belum mampu mempertemukan penyediaan dan

kebutuhan pada tingkat yang seimbang, dan bahkan sering membawa pertentangan baru.

Untuk mengurangt dampak kebijakan pengelolaan sumberdaya air, berbagai inovasi
konsep pemikiran digali dan disesuaikan dengan paradigma baru yang berkembang saat ini.
Berbagai pendekatan kajian digunakan untuk memberikan keuntungan yang optimal dalam
pengelolaan sumberdaya air. Perkembangan jumlah dan tingkat kehidupan masyara-kat
mengakibatkan kebutuhan akan air terus meningkat. Apabila dinilai berdasarkan indeks

ketersediaan air, dari waktu ke waktu nilai indeks tersebut cenderung menurun,
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Permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya air harus menjadi masalah dan tanggung

jawab bersama semua anggota masyarakat.

Format desentralisasi memberi implikasi dalam penyelenggaraan dan kebijakan
pengelolaan prasarana dasar wilayah, termasuk pula prasarana sumberdaya air.
Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan umum.
Sumberdaya air sebagai bagian integral sumberdaya alam yang penting dalam menunjang
kehidupan semua makhluk dan pembangunan ekonomi, perlu pengelolaan yang
berkesinambungan. Karena nilai dan ﬁJngéinya, air sangat diperiukan dalam pembangunan
dan pengembangan suatu wilayah. Peran sumberdaya air sesuai dengan arahan dan rencana

penataan dan pemanfaatan ruang adalah untuk memberikan layanan pada masyarakat.

Sedangkan dari sisi sumberdaya air sangat dipengaruhi oleh aspek pengelolaan, yaitu aspek

pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya air.

Pembangunan sumberdaya air selama ini sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah
Pusat. Peran Pemerintah yang begitu dominan mulai tahap perumusan, pelaksanaan hingga
pengoperasian dan bebas dari keikutsertaan dan pengawasan publik, mengakibatkan dampak
berupa : .

a. Program pembangunan yang sentralistik,

b. Pendekatan sektoral,

c. Berorientasi pada target,

d. Mengabaikan sinergi potensi sumberdaya daerah,

e. Kelestarian lingkungan kurang diperhatikan, dan

f.  Kurangnya rasa memiliki pada masyarakat terhadap prasarana yang dibangun.

Dari uraian di atas, permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya air yang dihada};i
dapat dirumuskan sebagai berikut : |
a. Pengelolaan dan pembangunan sumb;:rdaya air perlu mempertimbangkan
paradigma dan isu berupa pendekatan pengembangan wilayah, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan,
b. Perlunya keterpaduan antara strategi dan kebijakan pengelolaan sumberdaya air

dalam rangka pemanfaatan potensf ruang dalam pengembangan wilayah,
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c. Penentuan tujuan dan prioritas program untuk menentukan kegiatan pengelotaan

sumberdaya air selanjutnya,

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, melalui penelitian tesis ini penulis mencoba
mengangkat permasalahan “Analisis Kebijakan Makro Dan Penentuan Prioritas
Program Pengelolaan Sumberdaya Air”. Maksud penelitian adalah memberikan analisis
dan arahan kebijakan makro program pengelolaan sumberdaya air dalam rangka

pengembangan wilayah dan otonomi daerah.

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas program pengelolaan
sumberdaya air berdasarkan kondisi setempat. Penentuan prioritas program pengelolaan
berdasarkan bobot penilaian terhadap tolok ukur atau kriteria sebagai faktor pembatas.
Pembobotan kriteria didapat dari hasil pengolahan “sample data” penilaian yang dihimpun
selama penelitian dari “populasi” yang terdiri atas para pelaku pengelolaan sumberdaya air

(stakeholders). Diagram alir penyusunan Tesis disajikan pada Gambar 1.1 berikut.
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1.4 Pembatasan Permasalahan

Kajian masalah ditinjau dari sisi paradigma dan isu, strategi dan kebijakan, serta
prioritas program pengelolaan sumberdaya air dengan pendekatan pada faktor pembatasnya.
Pembahasan masalah lebih ditekankan pada masalah kebijakan makro dan penentuan
prioritas program pengelolaan (policy making) yang menggunakan model matematis dengan
proses analists hirarki. Oleh karena itu dalam tesis ini tidak akan dijumpai pembahasan
teknis perencanaan pengelolaan sumberdaya dengan berbagai formulasi matematis dan

prosedur perencanaan yang rinci.

Dalam pembahasan penentuan prioritas program pengelolaan sumberdaya air dengan

kasus di Wilayah Sungai Jratunseluna, secara substansif program yang ditinjau adalah

~ program yang telah dirumuskan dalam “Rencana Pengembangan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai Jratunseluna” oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah dan Tim
Konsultan. Selanjutnya rumusan disederhanakan untuk memudahkan digunakan dalam
kuesioner dan aplikasi model. Penentuan prioritas program menggunakan multi criteria

decision making metode Analytic Hierarchy Process.

|
1.5 Pendekatan Kajian

Masalah penting dalam pengelolaan sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya
alam adalah masalah perubahan, kompleksitas, ketidakpastian dan konflik. Kajian
pengelolaan sumberdaya air secara sistematis dan terpadu merupakan upaya yang pelik
karena menyangkut multi dimensi, multi sektor, multi disiplin, dan multi aspek yang
menyeluruh (holistic). Pengelolaan sumberdaya air akan mempunyai kaitan langsung
maupun tidak langsung dengan sektor lainnya. Alternatif pengelolaan sumberdaya air yang
optimal tidak saja ditinjau terhadap sumberdaya itu sendiri, akan tetapi perlu juga ditinjau

pengaruhnya terhadap sektor lain.

Pengelolaan sumberdaya air telah berubah dari suatu metodologi sederhana menjadi

suatu prosedur yang rumit, karena pengelolaan tidak saja ditujukan pada kegunaan tunggal
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tetapi untuk berbagai kebutuhan dengan berbagai pertimbangan. Kebijakan pengelolaan
sumberdaya air dalam rangka pengembangan wilayah yang mengikutkan berbagai tujuan,
aktifitas, dan sumberdaya tidak dapat dianalisis secara terpisah. Kajian kebijakan
pengelolaan dan pembangunan sumberdaya air berdasarkan 3 (tiga) faktor (Saerang, 1996).

a. Faktor kesatu adalah arahan GBHN, Rencana Pembangunan Lima Tahun
(Repelita), Rencana Umum Tata Ruang Nasional, Pola Dasar Pembangunan
Nasional, serta peraturan perundangan yang berlaku. Baik berupa Undang Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menterti,
dan sebagainya.

b. Faktor kedua adalah kondisi sosial ekonomi daerah, seperti dijabarkan pada Pola
Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Peraturan Daerah.

-

c. Faktor ketiga adalah potensi sumberdaya air yang tergantung pada kondisi yang
telah dikembangkan saat ini.

Sehingga dalam Tesis ini, analisis kebijakan dilakukan pendekatan yang terpadu dan

menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan sumbe:rdaya air.

1.6 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis Analisis Kebijakan Makro Dan Penentuan Prioritas
Program Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan kajian kasus di Wilayah Sungai

Jratunseluna, terdiri atas 6 (enam) bab dengan uraian sebagai berikut : -

BABI @  Menguraikan tentang permasalahan umum dalam pengelolaan sumberdaya air
dan latar belakang penulisan Tesis, gambaran permasalahan pengelolaan,
tujuan penelitian dan batasan pembahasan, serta pendekatan kajian dan

sistematika penulisan Tesis.

BABII : Pembahasan diskripsi wilayah kajian yang meliputi wilayah administratif dan
hidrologis, potensi sumberdaya, permasalahan pengelolaan sumberdaya air,
strategi dan kebijakan pengelolaan sumberdaya, serta program pengelolaan

yang direncanakan,
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BAB II :

BABIV:

BABYV :

BAB VI:

BAB VII:

Tinjavan pustaka yang membahas permasalahan dan paradigma pengelolaan,
kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya air, berupa uraian tentang landasan
konstitusional, arahan GBHN 1999, landasan perundang—l-mdangan, peraturan
pemerintah beserta turunannya, pendekatan perencanaan program pengelolaan

sumberdaya air, serta penentuan prioritas program pengelolaan.

Metodologi penelitian yang membahas tentang pendekatan dan identifikasi

_program pengelolaan, teknik pengumpulan data dan data primer, analisis dan

pengolahan data, prosedur penentuan prioritas alternatif program.,

Pembahasan penentuan prioritas program dengan model matematis (dnalytic
Hierarchy Process) mulai dari struktur model, evaluasi data yang terhimpun,

penerapan model, dan evaluasi keluaran model.
Pembahasan analisis hasil kajian, yang terdiri atas kebijakan pengelolaan
sumberdaya air, sistem pendukung keputusan dan prioritas program

pengelolaan.

Penutup berupa kesimpulan dan saran dalam pengelolaan sumberdaya air.
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BAB H
DAERAH KAJIAN DAN PERMASALAHAN

-

2.1 'Wilayah Sungai Jratunseluna

Sejarah ‘pengelolaan Wilayah Sungai Jratunseluna telah dimulai sejak tahun 1965
dengan beberapa proyek pengairan yang dilaksanakan unit pelaksana secara terpisah-pisah.
Untuk sinkronisasi pekerjaan pengelolaan unit pelaksana dilebur menjadi Badan Pelaksana
Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna dengan Keputusan Dirjen Pengairan
nomor 41/KPTS/Ditjenair/1976 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum dan Tenaga Listrik nomor 67/KPTS/1977. Wilayah Sungai yang yang termasuk

- dalam wilayah pengelolaan meliputi daerah pengaliran sungai Jragung, Tuntang, Serang,

Lusi, dan Juwana seluas + 7.900 Km’. Tujuan akhir kegiatan pengelolaan Wilayah Sungai
Jratunseluna adalah (PRC ECI, 1980):

a. Secara nasional, memberi kontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi negara
serta peningkatan hasif tanaman padi,

b. Secara Regional, memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah proyek dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 1989 tentang
Pembagian Wilayah Sungai, luas Wilayah Sungai Jratunseluna = 9.600 Km® yang
mencakup daerah di 11 Daerah Kabupaten dan 2 Daerah Kota. Kabupaten tersebut adalah
Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Jepara, Grobogan, Blora, Boyotlali, dan
Sragen. Sedangkan Kota yang termasuk adalah Semarang dan Salatiga. Sesuai dengan
perkembangan pada Rijkswaterstaat (2000)

Luas seluruh Wilayah Sungai Jratunseluna adalah kurang lebih 1,1 juta hektar yang
terbagi dalam 6 (enam) sistern sungai, yaitu Bodri, Jragung — Tuntang, Serang, Lusi,
Juwana dan Muria. Seluruh potensi air yang ada di WS Jratunseluna berasal dari
beberapa sungai diantaranya Sungai Kutho, Bodri, Blorong, Garang, Babon, Dolok,
Jragung, Tuntang, Jajar, Serang, Lusi, dan Juwana.
Sungai tersebut bermata air dari lereng pegunungan Ungaran, Telomoyo, Merbabu, dan
Muria yang semuanya bermuara ke Laut Jawa antara Kabupaten Kendal sampai Rembang.
Pola aliran sungai adalah dendritik, dan banyak membawa bahan lumpur yang diendapkan

di daerah pantai. Kondisi topografis Wilayah Sungai Jratunseluna bervariasi dari dataran
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pantai, dataran rendah, perbukitan sampai pegunungan. Berdasarkan ketinggian tempat,

dataran pantai sampai tertinggi mencapai 3.142 m dpl (puncak Merbabu).

Keadaan klimatologi Wilayah Sungai Jratunseluna digambarkan berdasarkan data
beberapa stasiun klimatologi. Stasiun Klimatologi tersebut adalah Semarang Airport dan
BMG, Rendole (Pati), Paras, Gubug, Colo (Kudus) dan Getas (Salatiga). Tidak semua
stasiun mempunyai catatan elemen iklim dan panjang pencatatan juga bervariasi. Variasi
kondisi klimatologi di Wilayah Sungai Jratunseluna dari Indra Karya dan Gamma Epsilon
(1995) adalah : |

temperatur rata rata bulanan adalah berkisar antara 23,3° C ~ 29,1° C dan rata-rata
kelembaban relatif berkisar antara 78% ~ 86%. Rata-rata kecepatan angin antara 21 ~
45 km/hari, sedangkan penyinaran matahari rata-rata berkisar antara 53% ~ 75%.
Rata-rata evaporasi bulanan berkisar antara 90 mm ~ 170 mm, dan rata-rata tahunan
adalah sekitar 1.450 mm. Musim hujan berlangsung mulai Nopember hingga Mei, dan

kemarau berlangsung pada bulan Juni hingga Oktober. Curah hujan rata-rata tahunan
berdasarkan data curah hujan daerah adalah sebesar 2.600 mm.

2.2 Potensi Sumberdaya di Wilayah Sungai Jratunseluna

‘Secara geografis posisi Wilayah Sungai Jratunseluna sangat strategis karena mencakup
pusat pemerintahan Propinsi Jawa Tengah. Dalam pengelolaan wilayah sungai, masalah
utama yang ditekankan adalah kontribusi sumberdaya air terhadap pengembangan wilayah
secara keseluruhan. Keterpaduan pengelolaan sumberdaya air dan pengembangan wilayah
akan memperkecil resiko konflik, keterpaduan ini dapat diwujudkan dalam rencana tata

ruang wilayah sebagai pedoman pengembangan jangka panjang.

2.2.1 Sumberdaya Air

Keberadaan sumber air sebagai salah satu sumberdaya sangat ditentukan oleh
keberadaan hutan sebagai kawasan penyangga dan kondisi lingkungan yang mendukung,
Vartasi besaran curah hujan di berbagai tempat di Wilayah Sungai Jratunseluna sangat
menentukan pola pengelolaan air untuk keperluan praktis. Daerah di bagian timur Wilayah

Sungai Jratunseluna relatif kering sedangkan di bagian barat relatif basah. Ketersediaan air
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merupakan kendala utama dalam pengelolaan wilayah sungai, khususnya pengembangan
pertanian sebagai pemakai air terbesar. Disamping ketersediaan, kinerja prasarana
pengelolaan yang ada belum menunjukkan ﬁngkat efisiensi yang memuaskan. Neraca air di

Wilayah Sungai Jratunseluna disajikan pada Tabel 2.1 berikut,

Tabel 2.1

Perhitungan Neraca Air di Wilayah Sungai Jratunseluna

) Neraca Hidrologi (m’/detik)
Curah hujan yang masuk ke wilayah sungai 870,80
B Kehilangan (Josses) 406,90
0 Pemasukan ke wilayah sungai 463,90
(Inflow fo the basin)
0 Jumlah 870,80 870,80

Neraca Penggunaan Air (m’/detik)
(Base case 1996)

O Pemasukan ke wilayah sungai 463,90
0O Konsumsi #etto : Pertanian + Perikanan 141,70
DMI 4,60
0 Yang terbuang ke laut 317,60
O Jumiah 463,90 463,90

Sumber : Rijkswalerstaat (2000)

Di Wilayah Sungai Jratunseluna saat ini ada tempat penyimpanan air dalam jumlah
besar, yaitu Waduk Kedungombo dan Rawa Pening. Disamping fungsi utama kedua waduk
untuk menunjang kegiatan pertanian juga dikembangkan sebagai penyedia air baku untuk
domestik dan industri di wilayah Semarang, Demak, Purwodadi dan Rembang. Untuk
memanfaatkan energi lepasan terkendali (release) air waduk yang digunakan untuk air
irigasi dan air baku dibangun pembangkit energi listrik. Permasalahan yang dihadapi Rawa
Pening adalah sedimentasi dan pencemaran limbah domestik yang ditandai dengan

“peningkatan eutrofikasi, dengan alga yang berkembang cukup luas dan terjadi
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pertumbuhan yang sangat besar atas tanaman air yang mengambang (macrophytes)”

(Rijkswaterstaat, 2000). Rawa Pening membutuhkan penanganan segera.

Sebagaimana pertumbuhan penduduk dan ekonomi pada suatu wilayah, kebutuhan
akan air bersih dimasa datang juga akan meningkat. Sisi lain pertumbuhan tersebut adalah
sektor rumah tangga, industri, dan pertanian juga dianggap menjadi sumber utama polutan
pada sistem air permukaan dan bahkan air tanah. Dari data pemantauan yang. dilakukan
oleh Dinas PU Pengairan Jateng di 30 lokasi yang tersebar di Wilayah Sungai Jratunseluna

menunjukkan ;

Hampir seluruh sungai yang dipantau sudah menunjukkan adanya penurunan kualitas
air dari hulu ke hilir, kal ini dapat dilihat dari kandungan BOD dan COD di bagian
hilir yang rata-rata lebih tinggi dari pada bagian hulu, dan kandungan oksigen (DO)
yang lebih rendah di bagian hilir.

-

" Sungai pada daerah yang relatif belum padat penduduk dan dengan kegiatan ekonomi

utama adalah sektor pertanian (Sungai Lusi), menunjukkan adanya peningkatan nitrogen
dan fosfor terutama pada musim kemarau, Kondisi ini diperkirakan akibat limbah pestisid:et
dalam aliran sungai. Sedangkan sungai di sekitar kota Semarang, Salatiga, Demak, Jepara
dan Kudus dengan jumiah penduduk yang besar akan meningkatkan konsentrasi bakteri
Coliform dalam alirannya. Rijkswaterstaat (2000) menyatakan

Kali Babon, Kali Garang, dan bagian hilir Kali Serang tercemar berat oleh limbah
rumeh tangga dan industri, dan menimbulkan kendala yang berkaitan dengan
persediaan air minum untuk Semarang dan tambak yang berada di daerah hilir.

Pada kondisi ketersediaan air permukaan terbatas, pemanfaatan air tanah dapat menjadi

alternatif meski dengan konsekuensi. Potensi air tanah terbesar di Wilayah Sungai

 Jratunseluna terletak di bagian tengah terutama pada daerah aluvial.

Kendala lain dalam pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna adalah masalah
banjir. Banjir diakibatkan oleh sistem drainasi internal yang tidak memadai dan atau
luapan sungai akibat penurunan kapasitas alur oleh sedimentasi. Masalah banjir
mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Hampir semua upaya penanggulangan bajir membutuhkan investasi yang tinggi. Akan
tetapi sulit memprediksi keuntungan dari upaya tersebut, dan tingkat pengaruh yang
bervariasi antara daerah perkotaan dan perdesaan. Daerah rawan banjir di Wilayah Sungai

Iratunseluna disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.2
Daerah Rawan Banjir di Wilayah Sungai Jratunseluna

-

No. | Lokasi Rawan Banjir Luas Areal Sungai yang Menyebabkan Banjir
Genangan (Ha)
1 | Kabupaten Kendal 20.000 Kutho, Blukar, Bodri dan Blorong
2 | Kota Semarang 5.000 Garang, Penggaron/Babon dan Dolok
3 | Kabupaten Demak 13.000 Jragung, Tuntang dan Jajar
4 | Kabupaten Kudus 26.000 Serang, Wulan dan Gelis
5 | Kabupaten Jepara 8.000 Giring, Bringin dan Pucang
6 | Kabupaten Pati 7.500 Juwana
7 | Kabupaten Rembang 15,000 Randugunting dan Lasem
8 | Kabupaten Grobogan 12.500 Serang dan Lusi
9 | Kabupaten Blora 5.000 Lusi dan Kedung Waru
Total 112.000

Sumber : North Java Flood Control Sector Project, 1997

2.2.2 Sumberdaya Lahan

Lahan 1;ertanian merupakan pengguna air terbesar dibanding sektor lainnya seperti air
baku DMI atau tambak. Dari data luas areal irigasi sebagian besar terletak di daerah
Semarang-Grobogan-Kudus. Disamping daerah pertanian, daerah ini juga merupakan
daerah pengembangan perkotaan yang akan bersaing dalam fungsi tata guna lahan.
Penggunaan lahan terbesar berupa lahan persawahan (semua jenis) di daerah dataran
rendah sebesar 32,59%, tegalan (lahan kering) 23,03%, dan kawasan hutan 21,71%.
Daerah perikanan (tambak) disepanjang pantai utara dan daerah tanaman keras
(perkebunan dan hutan) dibagian selatan. Daerah permukiman utama di Semarang, Demak,
Kudus, Jepara dan Salatiga. Berdasarkan potensi wilayah, daerah pusat perkotaan dan
industri diantisipasi akan terus berkembang. Perkembangan sektor perkotaan dan industri
akan bersaing dengan sektor pertanian, terutama dalam persaingan penggunaan lahan.

Sebaran penggunaan lahan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3 berikut.
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Tabel 2.3

Penggunaan lahan di Wilayah Sungai Jratunseluna
Nomor | Penggunaan Lahan Luas (Km?) Persﬁﬁ;ﬁi‘:iﬁg?dap
1 Pemukiman 1.664,80 15,26
2 Persawahan 3.555,97 32,59
3 Tegalan (lahan kering) 2.512,82 23,03
4 Perkebunan 192,50 1,76
5 Kebun campuran 224,97 2,06
6 Hutan 2.368,79 21,71
7 Kolam/tambak 61,80 0,57
8 Rawa 83,10 0,76
9 Lain-lain 246,19 2,26
Jumlah 10.910,94 100,00

Sumber : RIRW Jawa Tengah, 1996/1997

Formasi geologi Wilayah Sungai Jratunseluna didominasi endapan permukaan berupa
aluvial pada bagian hilir (kaki perbukitan hingga muara), mulai Semarang sampai Juwana.
Sedangkan pada bagian hulu batuan sedimen, batu gainping dan bahan volkanik. Formasi
batuan dan kondisi penggunaan lahan yang ada mempengaruhi tingkat erosi wilayah
sungai. Tingkat erosi yang terjadi pada bagian hulu wilayah sungai ditandai dengan
besaran sedimentasi dari beberapa sungai di Wilayah Sungai Jratunseluna mempengaruhi
tingginya biaya pemeliharaan jaringan irigasi dan resiko banjir. Tingginya sedimentasi
telah menjadikan beberapa alternatif pengembangan prasarana menjadi tidak layak, seperti

pembangunan Waduk Dolok, dan bendung gerak Jragung. Tingkat sedimentasi beberapa

sungai di Wilayah Sungai Jratunseluna disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.4

Tingkat Sedimentasi Sungai di Wilayah Sungai Jratunseluna

Nama Sungai Tingkat Sedimentasi (ton/ha/tahun)
Sungai Blorong 68
Sungai Garang 21
Banjir Kanal Timur .40
Sungai Babon ‘ 21
Sungai Dolok 80
Sungai Jragung Y 84
Sungai Tuntang 39
Sungai Serang 47
Sungai Lusi 38
Sungai Juwana 13

Sumber : Balai RLKT dan JICA, 1993

2.2.3 Kepel;dudukan

Potensi penduduk di Wilayah Sungai Jratunseluna termasuk besar dibanding wilayah
sungai lain di Jawa Tengah, karena terdapat ibukota propinsi dan pusat kegiatan ekonomi
dan industri. Pertumbuhan rata-rata berkisar antara 0,7% - 2,02% per tahun. Jumlah dan
pertumbuhan penduduk berdasarkan populasi penduduk berdasarkan Kabupaten Dalam
Angka (1996), adalah 9.120.208 jiwa, 2.797.875 jiwa tinggal di perkotaan (sekitar 30.7%),
sedangkan sisanya 6.322.333 (69,3%) tinggal di pedesaan. Jumlah penduduk terbesar
tinggal di sekitar Semarang-Demak-Kendal dan Kudus-Jepara sebagai pusat kegiatan

ckonomi dan industri. atau lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.5

Proyeksi Penduduk di Wilayah Sungai Jratunseluna

No. Kabupaten/Kota Proyelsi Penduduk

1996 2025
1 | Kabupaten Kendal 831.020 950.822
2 | Kabupaten Semarang 807.388 874.528
3 | Kabupaten Demak 887.096 1.172.196
4 | Kabupaten Grobogan 1.193.816 1.393.395
5 | Kabupaten Kudus 668.529 824.122
6 | Kabupaten Jepara 877.134 1.072.703
7 | Kabupaten Pati - 1.083.024 1.110.425
8 | Kabupaten Blora 785.390 822.319
9 | Kabupaten Rembang 538.567 619.273
10 | Kota Semarang 1.346.352 1.878.604
11 | Kota Salatiga 101.892 109.269
Total 9.120.208 10.827.656

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, 1996

2.3 Masalah dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air

Permasalahan pengembangan wilayah sungai adalah bagaimana mengoptimalkan
kontribusi sumberdaya air terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh. Optimalisasi
membutuhkan pertimbangan terhadap semua sektor yang membutuhkan dan menggunakan
sumberdaya air. Dalam penyiapan perencanaan pengelolaan yang kompleks ini, perlu
dipertimbangkan jangkauan atau pengaruh pengembangan. Rencana pengembangan
wilayah sungai dengan skala pengaruh yang besar membutuhkan suatu analisis sistem
sumberdaya- air secara luas, dan optimalisasi pilihan (option). Sejalan dengan penyiapan
rencana pengembangan wilayah sungai, kegiatan sosialisasi dan konsultasi dengan
masyarakat- periu dilaksanakan. Tujuan sosialisasi adalah untuk menginventarisasi
permasalahan dan mengkomunikasikan pilihan-pilihan pengembangan dengan penerima

manfaat dan bahkan yang “menjadi korban” secara terbuka.
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Permasalahan dihimpun dan diinvetarisir dari kegiatan sosialisasi dan konsultasi
dengan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Tim DPU Pengairan Jawa Tengah dan

Rijkswaterstaat pada Maret dan Juni 1999, disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2.6

Inventarisasi Permasalahan di Wilayah Sungai Jratunseluna |

No. Kabupaten/I{ota Permasalahan Pokok

1 | Kabupaten Kendal Erosi & sedimentasi, banjir, kekurangan air baku
untuk air minum & irigasi.

2 | Kabupaten Semarang | Kurangnya daya tampung Rawa Pening,
kekurangan air baku untuk air minum & irigasi.
eabupaten Demak Frosi & sedimentasi; banjir, kekurangan air baku
untuk air minum & irigasi, kualitas air.

4 | Kabupaten Grobogan Erosi & sedimentasi, banjir, kekurangan air baku
untuk air minum & irigasi, kualitas air.

LS ]

5 | Kabupaten Kudus Erosi & sedimentasi, banjir, kekurangan air baku
| untuk air minum & irigasi, kualitas air.
6 | Kabupaten Jepara Banjir, penurunan luas hutan dan hutan lindung,
kekurangan air baku untuk air minum & irigasi.
7 | Kabupaten Pati Erosi & sedimentasi, kekurangan air baku untuk air
minum & irigasi.
8§ | Kabupaten Blora Erosi & sedimentasi, kekurangan air baku untuk air

minum & irigasi..

9 | Kabupaten Rembang | Kekurangan air baku untuk air minum & irigasi.

10 | Kota Semarang Erosi & sedimentasi, pengambilan air bawah tanah,
banjir kekurangan air baku untuk air minum &
irigasi, kualitas air.

11 | Kota Salatiga Erosi & sedimentasi, kekurangan air baku untuk air
minum & irigasi.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, 1999

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, permasalahan utama  di daerah kajian yang
diidentifikasi adalah erosi, sedimentasi, serta kekurangan air baku untuk air minum dan
irigasi. Sementara dari Tabel 2.1 mengenai neraca air di Wilayah Sungai Jratunseluna
dapat disimpulkan bahwa jumlah air rata-rata tahunan yang dapat dimanfaatkan relatif
kecil, “hanya” 31,5% dan porsi yang terbuang 68,5%. Besaran curah hujan di daerah kajian
bervariasi, di daerah bagian timur relatif kering dan bagian barat relatif lebih basah.
Sedangkan ketersediaan air tanah di daerah kajian bervariasi yang diakibatkan oleh

perbedaan kondisi geologis daerah (susunan litologi batuan). Ketersediaan air merupakan
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kendala utama pengembangan wilayah sungai, khususnya pengembangan sektor pertanian

sebagai pengguna air tebesar.

Dari analisis permasalahan dan potensi sumberdaya air yang ada, permasalahan
sumberdaya air utama di Wilayah Sungai Jratunseluna (Rijkswaterstaat, 2000) adalah :
a. Pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai (DPS)

Permasalahan erosi di bagian hulu daerah aliran sungai telah diidentifikasi sebagai
permasalahan kritis dalam upaya pengembangan wilayah sungai, apabila sedimen
yang dibasilkan/ditimbulkan berlebih, akan mengganggu fungsi pengendali banjir
dibagian hilir dan sistim distribusi jaringan irigasi, serta secara drastis akan
memperpendek vmur penggunaan waduk.

b.  Air bersih untuk Kota Semarang

Kebutuhan air bersih untuk daerah yang ada di WS Jratunseluna sebagian besar
dapat dipenuhi dari sumber air yang ada. Kebutuhan Kota Semarang lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, untuk itu dibutuhkan suplai dari
beberapa sumber di sekitar Kota Semarang. Permasalahan yang ada di Kota
Semarang adalah perlunya mengurangi penggunaan air tanah yang berasal dari
sumur dalam yang menyebabkan penurunan lahan (Jand subsidence) yang
merupakan penyebab utama terhadap permasalahan drainasi kota.

c. Perbaikan/peningkatan ketersediaan air untuk meningkatkan produksi pertanian:

Masalah kekurangan air terutama di musim kemaran merupakan salah satu
kendala yang ada di wilayah sungai, khususnya terhadap peningkatan produksi
pertanian dan kegiatan perekonomian lainnya di wilayah sungai. Salah satu
kebijakan untuk menangulangi masalah krisis ekonomi yang terjadi saat ini adalah
dengan pengembangan bidang pertanian yang dapat memperkerjakan penduduk
usia kerja, dimana sebagian besar dari bidang ini tidak bergantung kepada
kekuatan perekonomian dari luar dan lebih efektif mencapai daerah-daerah.

d. Pengendalian banjir

Beberapa daerah sekitar Semarang dan daerah pantai utara WS Jratunseluna,
merupakan daerah rawan banjir akibat hujan lebat dan luapan sungai, khususnya
pada musim hujan antara bulan November-Maret. Pada sebagian besar kasus
banjir, permasalahannya terdiri dari gabungan masalah drainasi internal/eksternal
yang diakibatkan oleh aliran puncak sungai (debit maksimum) yang berasal dari
hujan di daerah pengaliran sungai (DPS) bagian hulu dan hujan deras yang terjadi
di bagian hilir, serta kurangnya kapasitas drainasi internal akibat.

Pada tahun-tahun terakhir ini, telah terjadi beberapa kali kejadian banjir besar di
WS Jratunseluna. Hal ini terutama diakibatkan adanya perusakan/penebangan
hutan di bagian hulu DPS sehingga menimbulkan peningkatan dan percepatan
aliran permukaan (run off). Beban sedimen yang tinggi akan mengakibatkan
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pelumpuran yang lebih cepat dan penurunan fungsi sungai dan sistim pengendali
banjir. Kurangnya pemeliharaan sungai dan sistim pengendali banjir yang ada
merupakan salah satu penyebab utama terjadinya banjir,

e. Kualitas air

Kualitas air pada beberapa sungai dan saluran yang terdapat di daerah padat
penduduk dan industri dari tahun ke tahun makin berkurang. Bertambahnya
jumlah penduduk dan daerah industri, mempercepat pula penurunan kualitas air.
Sebagian besar WS Jratunseluna belum padat penduduk dan kegiatan ekonomi
yang paling penting di wilayah ini adalah sektor pertanian. Beberapa sungai dan
saluran bagian hilir di sebagian besar wilayah ini menunjukkan adanya
peningkatan nitrogen dan fosfor’ dan khususnya Kali Lusi pada saat musim
kemarau memperlihatkan warna hijau dan banyak ditumbuhi ganggang. Hal ini
dipérkirakan adanya polutan pestisida, akan tetapi sejauh ini belum ada
inventarisasi yang cukup untuk membuktikan.

Di perairan Rawa Pening, menunjukan pemngkatan eutrofikasi (ewutrofi catzon)
dengan ditandai banyaknya kumpulan ganggang dan eceng gondok. Hal ini akibat
beban polusi dari hulu yang terus meningkat, sementara volume air cenderung
berkurang, sehingga kemampuan untuk “membersihkan diri” terlatu kecil untuk
menghindari penurunan kualitas yang serius. Hal yang sama terjadi pada Kali
Babon, Kali Garang, hilir Kali Serang (Wulan), Sungai Juwana, Kali Swatu, dan
Kali Anyar).

Penurunan kualitas sumber air perlu disikapi dengan tindakan dan kebijakan
pengelolaan yang nyata. Dari kenyataan bahwa sumber polutan utama adalah limbzh
domestik, industri dan pertanian harus ditindak lanjuti dengan penyadaran melatui proses
pembelajaran terhadap stakeholders dan mencari alternatif penyediaan sumber air yang
lebih sehat. Solusi dari berbagai permasalahan pengelolaan sumberdaya air perlu diatasi
bersama. Pendekatan identifikasi hubungan, spesifikasi masukan dan koordinasi dalam

pengelolaan merupakan sebuah tantangan baru dalam pengelolaan sumberdaya air.

2.4 Strategi dan Program Pengelolaan Sumberdaya Air

Perencanaan pengelolaan wilayah sungai dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian
antara kebutuhan dalam hal kuantitas dan kualitas dengan kapasitas pasokan air dan
lingkungan. Perencanaan juga mengandung orientasi kebutuhan yang bertujuan untuk
merencanakan pola penggunaan air maupun mengurangi dampak yang merugikan. Sasaran

pengembangan Propinsi Jawa Tengah seperti yang digambarkan dalam Revisi RTRW
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(1997) adalah ditekankan pada pertumbuhan dan pemerataan, begitu pula pada sasaran
pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna. Dalam menghadapi permasalahan, tantangan
dan sasaran pengembangan di Wilayah Sungai Jratunseluna, kebijakan pengelolaan
didasarkan pada sasaran berikut (Rijkswaterstaat, 2000) :

a. Pertumbuhan dan pemerataan pemenuhan air baku guna keperluan DMI
(Domestic, municipal, Industry),

b. Pengendalian banjir untuk melindungi kesejahteraan masyarakan dan kegiatan
ekonomi,

¢. Air merupakan faktor kendala dalam pengembangan wilayah sungai, oleh karena
itu kehilangan air harus dikurangi sebanyak mungkin guna mengurangi tekanan
akan ketersediaan sumberdaya air,

d. Perluasan areal pertanian melalui cara perbaikan/peningkatan pengelolaan
sumberdaya air,

€. Pengelolaan vyang berkesinambungan yang khususnya dikaitkan dengan
pelestarian air tanah dan pengelolaan daerah pengaliran sungai (DPS)

Strategi pengembangan wilayah sungai dirumuskan untuk membantu pengambil
keputusan dengan berbagai informasi yang memungkinkan optimalisasi pengembangan.
Informasi utama berupa investasi dan aktifitas yang mampu mendukung pengembangan
wilayah sungai secara efektif. Strategi dirumuskan sesuai dengan tujuan kebijakan tertentu
dan atau kendala dalam pelaksanaan, dan mengarah pada paket upaya yang dapat
mendukung strategi khusus. Berdasarkan analisis permasalahan, potensi, dan kebijakan
pengelolaan maka strategi pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna dinyatakan dalam
lima komponen program. Gambaran pemahaman dan interpretasi dari program
pengembangan wilayah sungai diuraikan sebagai berikut (Rijkswaterstaat, 2000) :

a. Pemenuhan pasokan DMI-konservasi air tanah,

Sesuai dengan penetapan pemenuhan air baku guna mendukung pertumbuhan
sektor perkotaan/industri, pasokan tambahan air permukaan sangat diperiukan.
Terutama untuk wilayah pusat pertumbuhan ekonomi seperti Semarang dan
Demak. Hal ini untuk menghindari pengambilan air tanah dalam yang beriebihan
yang berdampak terhadap penurunan lahan. Mengingat rata-rata penurunan lahan
di Semarang dan Demak, dapat diperkirakan bahwa pengambilan air tanah dari
aquifer dalam. Program konservasi air dimaksudkan untuk meningkatkan pasok
ulang (recharging) pada aquifer dan pengendalian penurunan lahan.

-

b. Penanganan daerah pengaliran sungai (DPS),

Erosi yang terjadi di daerah hulu, sudah menjadi masalah serius dan ancaman
pengelolaan wilayah jangka panjang. Tingkat erosi di Jratunseluna sudah cukup
serius, erosi telah merusak beberapa wilayah dan sulit ditanggulangi, disamping
itu juga menggangu kelancaran fungsi pengendali banjir, sistem penyediaan air
irigasi dan pengisian waduk. Pelaksanaan pengelolaan DPS telah disusun
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berdasarkan perkiraan awal ancaman erosi terhadap lahan dan sebagai
perlindungan terhadap sistem air di daerah sensitif. Pelaksanaan masih terkendata
oleh dana dan koordinasi antar pihan yang berkepentingan.

Peningkatan produksi pertanian (irigasi),

Pemberian tambahan pasokan air untuk mendukung pertumbuhan pertanian untuk
peningkatan produksi masih terkendala oleh ketersediaan dana investasi
tambahan. Optimalisasi persediaan dan pemakaian air merupakan investasi lain
vang mungkin dilakukan dalam kondisi keterbatasan dana. Upaya yang dapat
diterapkan adalah :

» Meningkatkan efisiensi irigasi,

> Pengembangan sumber air baru, dan

» Diversifikasi tanaman.

Pengendalian banjir,

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kebutuhan draunasi internal dan
eksternal di wilayah sungai. Upaya tersebut meliputi :
" Perbaikan Kali Blorong,
Perbaikan Kali Bringin,
Perbaikan Kali Silandak,
Normalisasi Kali Garang/Banjir Kanal Barat,
Drainasi Kota Semarang,
Drainasi Kali Tenggang dan Sringin,
Pelimpah Banjir Dombo - Sayung,
Pelimpah banjir Dolok — Penggaron (Kebon Batur Floodway),
Internal Drains Tuntang — Jragung,
Serang — Wulan — Juwana.

VVVVVVVYVYVY

Kualitas air.

Pengelolaan sumberdaya air perlu mempertimbangkan segi kualitas air, untuk itu
perlu dana pengolahan tambahan dan partisipasi dari stakeholders. Akumulasi
limbah/polutan dalam badan air perlu dicegah untuk menjaga fungsinya sebagai
penyedia air secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan limbah di daerah tangkapan,
sulit untuk menjamin kualitas air sampai ke hilir. Upaya mengatasi beban limbah
secara off stream, dengan penerapan prinsip polluter pays perlu diterapkan untuk
memperkuat struktur dana pengelolaan kualitas air.

‘ 7 Yudicmtoro, L4AG99059 :
j PROGRAM PASCASARJANA — MAGISTER TEKNIK SIPIL, UNIVERSITAS DIPONEGORO




Analisis Kebijakan Makro Dan Penentuan Prioritas Program Pengeloluan Sumberdaya Air 24

BAB 111
TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Air

Air yang pada mulanya hanya memiliki fungsi sosial, sejalan dengan perkembangan
global bertambah fungsinya sebagai “komoditi” ekonomi dan bahkan menjadi “senjata”
politik. Penggunaan air mengikuti pola tahapan transformasi sumberdaya yaitu (Suhandojo
dkk, 2000) “berburu dan berkumpul, berpindah.dan bertani, pertanian dan pertambangan,
manufaktur dan pengolahan, serta sintetis dan daur ulang”. Kalau pada awalnya air hanya

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (domestik), kemudian meningkat sesuai

. perkembangan menjadi penunjang sarana transportasi, pertanian, pemukiman, energi,

industri, pariwisata, dan sebagainya. Perkembangan jumlah dan tingkat kehidupan
masyarakat mengakibatkan kebutuhan akan air terus meningkat. Apabila dinilai
berdasarkan indeks ketersediaan air, dari waktu ke waktu nilai indeks tersebut cenderung
menurun. Akibatnya ketersediaan air bila dihubungkan dengan kebutuhan berdasarkan
waktu akan mengalami atau menuju keadaan yang kritis pada suatu wilayah (ruang). Salah
satu contoh keadaan di Pulau Jawa, (Team Study NWRP, 1995)

Pada musim kering kebutuhan akan air untuk berbagai keperluan (irigasi, perkotaan,

industri, dan lain sebagainya) melebihi dari 1.100 m’/detik, sedang persediaan air
hanya sekitar 785 m’/detik.

Potensi sumberdaya air per kapita bervariasi dari pulau satu ke pulau lain. Di beberapa

tempat di Pulau Jawa berpotensi 2.000 m*/kapita/tahun, sedangkan di Irianr Jaya
(Papua) lebih besar dari 282.000 m*/kapita/tahun.

Sebagai megara tropis sebagian besar wilayah Indonesia diberkahi curah hujan yang
melimpah, namun pada beberapa daerah curah hujannya cukup rendah, tetapi sebagai

satuan negara, Oliver (1992) menyatakan :

Indonesia adalah kepulauan besar dengan kondisi geografis yang unik, terdiri atas

berbagai pulau dengan perbedaan yang menyolok dalam ukuran, karakteristik, dan
kondisi sosial maupun ekonominya

Air tidak saja penting bagi kehidupan manusia tetapi juga seluruh kehidupan makluk

hidup. Ketidaktersedian air akan membuat semua makluk hidup mencari dimanapun air itu
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ada tanpa memikirkan bagaimana proses air tersebut ada di sumbernya. Secara sederhana
proses keberadaan air di sumbernya dimulai dari hujan. Hujan yang turun musiman jatuh
pada lahan yang berbeda kondisi penutupnya. Air hujan akan menjalani proses perjalanan
alamiah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan karakteristik yang berbeda
tergantung dari kondisi lahan. Dalam proses perjalanan air hujan menjadi air sungai, danau
dan air tanah dipengaruhi oleh vegetasi penutup, jenis tanah, dan daerah yang dilalui
sehingga mengakibatkan jumlah dan mutu air yang bervariasi. Uraian tersebut menjelaskan
bahwa ketersediaan air dipengaruhi oleh musim (waktu), pada suatu lokasi (ruang), dengan
jumiah (kuantitas) tertentu, dan mutu (kualitas) yang terbentuk selama perjalanan. Selama
proses perjalanan alamiahnya air mempunyai daya yang berimplikasi menguntungkan dan
merugikan. Dalam perjalanannya air dapat memberikan keuntungan berupa ketersediaan
untuk pemanfaatan yang berguna. Kerugian yang mungkin timbul dalam perjalanan

- alamiah air adalah akibat tidak tertampungnya jumlah air pada badan air yang ada (banjir).

Perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke Waktl;l,
membawa konsekuensi berupa pembukaan atau perubahan penggunaan lahan untuk
penyediaan dan pengembangan kawasan iJermukiman, industri, perniagaan, dan prasarana
umum lainnya. Akibat aktifitas pembangunan ekonomi, masalah yang menyangkut sumber
air, penyediaan air dan konsumsi air untuk kehidupan menjadi semakin kompleks. Pada
sisi lain perkembangan tersebut juga membawa dampak berupa pencemaran yang berasal
dari limbah domestik dan industri, serta degradasi fisik lingkungan yang mengakibatkan
penurunan kualitas air pada sumber-sumber air. Salah satu contoh menurut Usman (2000) :

Beban pencemaran air yang masuk ke sungai Kali Brantas bertambah besar,
berdasarkan data tahun 1989 total beban pencemaran 120 ton/hari dengan kontribusi
domestik adalah 68% dan industri 32%, pada 1998 meningkat menjadi 330 ton/hari
dengan kontribusi domestik adalah 62% dan industri 38%.

Sedangkan beban pencemaran dan proyeksi untuk Wilayah Sungai Jratunseluna menurut

Rijkswaterstaat And Ass., 2000,

Jumlah beban pencemaran (limbah) di WS Jratunseluna, diperkirakan akan meningkat
dari 5000 gr/detik (saat ini) menjadi 7000 gr/detik (pada tahun 2025). Pada tahun
2025, emisi yang berasal dari rumah tangga merupakan yang terbesar (35%), diikuti
oleh industri (23%), kegiatan komersial (18%) dan irigasi (15%).

Masalah penurunan kualitas air pada beberapa daerah juga: diakibatkan oleh intrusi air laut.

Kondisi tersebut mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar antara ketersediaan dan
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kebutuhan air. Penyediaan menjadi semakin sulit sejalan dengan makin meningkat dan

bervariasinya kebutuhan air untuk berbagai macam keperluan yang kadang kontradiktif.

Masalah yang berkaitan dengan air dan sumber air saat ini, baik dari segi kualitas dan

kuantitas tidak saja dijumpai di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,

Medan dan lainnya, tetapi juga sudah merambah kota’ penyangga dan bahkan sampai ke !

pelosok perdesaan. Masalah tersebut sudah berkembang menjadi masalah nasional. Hal ini
sebagai salah satu akibat pergeseran penekanan pembangunan ekonomi dari sektor
pertanian ke sektor industri yang bersifat pefkotaan dengan menggunakan pendekatan
“growth centre” (Mubyarto, 2000). Pergeseran ini diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi sektor swasta dalam investasi pada pembangunan ekonomi nasional. Sebagai
akibatnya penduduk kota meningkat pesat terutama akibat urbanisasi, kebutuhan sarana
dan prasarana penunjang perkotaan, perubahan tata guna lahan yang tidak terkontrol, yang
muaranya adalah degradasi lingkungan, meningkatnya pencemaran air permukaan dan air
tanah, bahkan bencana lingkungan lain yang sangat sulit diatasi seperti intrusi air laut,

penurunan permukaan tanah (land subsidence), dan rob (banjir akibat pasang).

Permasalahan sumberdaya air tidak terbatas pada masalah waktu dan ruang, kuantitas

dan kualitas, tetapi perlu suatu sistem yang berfungsi sebagai kendali atas pengalokasian

dan penggunaan air secara efisien serta pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu

Pengendalian berkaitan erat dengan perijinan, pengawasan dan penegakan hukum (law |

enforcement). Disamping itu kurangnya keterpaduan koordinasi atau kerjasama antar pihak
yang terkait (stakeholders) dengan pengelolaan air dan sumber air merupakan kendala
terlaksananya tata pengaturan air secara tertib. Ketidakpaduan ini sering menimbulkan
pertentangan kepentingan dan menjurus menjadi meningkatnya persaingan penggunaan air
antar sektor (irigasi, energi, domestik, perkotaan, industri, dan lainnya). Kendala lain yang
tidak kalah penting adalah kurangnya sumberdaya manusia sebagai pelaksana pengelolaan,

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air di Indonesia selalu berkaitan dengan

permasalahan dimana air berada, berapa banyak yang diperlukan, bagaimana kualitasnya, |

kemana air dibuang setelah digunakan, dan berapa banyak dana yang dapat disediakan.

Kondisi ini akan dihadapkan pada pertentangan antara kemampuan penyediaan dan
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pertumbuhan kebutuhan yang cenderung sangat cepat. Pemerintah telah menerbitkan
peraturan perundang-undangan di bidang pengairan, baik mengenai tata pengaturan air
maupun membagi wilayah Indonesia dalam satuan wilayah sungai. Tetapi peraturan
perundang-ﬁndangan tersebut hanya terbatas pada pembatasan wilayah dan belum ke arah
pengelolaan_ sumberdaya air tersebut, termasuk pula lembaga yang akan menangant
pengelolaan satuan wilayah sungai. Team Study NWRP (1995) menyatakan

Belum mantapnya sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air sampai saat ini
menimbulkan dampak kurang memadainya sistem pengelolaan sumberdaya air, hal
mana tercermin/terlihat dari tidak jelasnya pembagian tugas, wewenang dan tanggung
jawab atas pengelolaan sumberdaya air diantara pihak-pihak yang terkait.

Ketidak jelasan tersebut menurut Usman (2000) sering menimbulkan pertentangan
kepentingan misalnya :
a. Pengoperasian PLTA untuk kepentingan produksi tenaga listrik tidak selaras dan
tidak serasi dengan tujuan-tujuan pengelolaan irigasi dan pengendalian banjir,

b. Pengelolaan hutan vs konservasi air dan pencegahan erosi,

¢. Pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak atau kurang terkendali vs
pemanfaatan air untuk industri, air bersih dan perikanan,

d. Penggunaan pestisida yang tidak atau kurang terkendali vs pemanfaatan air untuk
air bersih dan perikanan,

e. Penggunaan lahan untuk pertanian/perkebunan vs penggunaan hutan/suaka,
penggunaan lahan untuk kawasan hutan bakau vs penggunaan lahan untuk tambak

udang, penggunaan lahan untuk pemukiman vs penggunaan lahan untuk
pertanian, )

f. Penggunaan material bahan bangunan dari badan sungai yang berlebihan vs
pengamanan bangunan-bangunan di sungai,
g. Dan kegiatan lainnya.

Berbagai kebijakan dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya air belum
mampu mempertemukan penyediaan dan kebutuhan pada tingkaﬁ yang seimbang, dan
bahkan sering membawa pertentangan baru. Untuk mengurangi dampak kebijakan
pengelolaan sumberdaya air, berbagai inovasi konsep pemikiran digali dan disesuaikan
dengan paradigma baru yang berkembang saat ini. Berbagai pendekatan kajian digunakan
untuk memberikan keuntungan yang optimal dalam pengelolaan sumberdaya air.
Permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya air harus menjadi masalah dan icepedulian
bersama semua anggota masyarakat. Pengelolaan sumberdaya air harus menempatkan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam posisi yang sama sebagai pelaku

dan penentu kebijakan.
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Pembangunan sumberdaya air adalah bagian Pembangunan Nasional sebagai
pengamalan Pancasila dan perwujudan amanat UUD’45. Pembangunan sumber daya air
adalah segala usaha pengembangan, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan, serta
pengelolaan air beserta sumber air guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam
memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat. Pengembangan dan pengelolaan air serta
sumber air meliputi usaha penyediaan dan pengaturan air guna menunjang pembangunan
pemukiman, pertanian, kehutaran, industri, pariwisata, kesehatan, lingkungan hidup,
kelistrikan, pertahanan nasional, penyediaan air baku perkotaan dan industri, pengendalian
banjir, pencegahan pencemaran, pengamanan pantai serta pengembangan rawa dan
konservasi air. Melihat begitu ko'mpleksnya permasalahan pengelolaan sumberdaya air dan
kebijakan pembangunan sumberdaya air selama ini yang sentralistik dan sektoral, maka

program pembangunan sumberdaya air memeriukan keterpaduan aspek pengelolaan dan

. potensi sumberdaya. Sumberdaya air sebagai bagian integral sumberdaya alam yang

penting dalam menunjang kehidupan dan pembangunan ekonomi, perlu pengelolaan yang
tepat guna. Pembangunan sumberdaya air belum mendapatkan proteksi yang layak, baik
dalam penyusunan tata ruang maupun pemanfaatan ruang dalam lingkup regional maupun

nasional untuk menghindari kerusakan sumber air.

Dari berbagai permasalahan dalam' pengelolaan sumberdaya air, perlu segera
diupayakan pendekatan yang tepat sasaran. Dalam arti kebutuhan dapat dicukupi dengan
standar yang ditentukan, sedangkan dari sisi daya dukung lingkungan dapat terkendalikan,
Masalah pengelolaan sumberdaya air diwarnai dengan hubungan timbal batik dan saling
ketergantungan antar kepentingan yang unik, sebagai berikut : _

a. Antara pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan lingkungan terkait

(geografi dan sumber air),
b. Kelompok penerima manfaat dan kelompok yang harus berkorban,
Keuntungan nilai manfaat ekonomis dan fungsi sosial,

Konservasi dan pengembangan prasarana wilayah, dan sebagainya.

Untuk mengurangi dampak hubungan yang mengarah ke tingkat saling merugikan
perlu mengajak semua pihak yang berkepentingan bekerja sama dalam pengeloiaan dengan
pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Keterpaduan pengelolaan sumberdaya air

selama ini belum dapat dilaksanakan, karena “pengelolaan sistem pembangunan dalam
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basis keterpaduan (integrated) adalah sangat sulit” (Kodoatie, 2001). Menurut Zainuddin
(1999) begitu banyaknya elemen dan konsep yang terlibat, sehingga :

Pada pengelolaan sumber air dan sumberdaya air yang efektif diperlukan kombinasi
berbagai perundangan, investasi, keterlibatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan
perubahan perilaku semua pihak.
Faktor lain yang menghambat keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya air adalah
banyaknya instansi yang secara administratif terlibat, dimana setiap instansi mempunyai

aturan dan kebijakan yang berbeda. Kondisi ini menyulitkan pengawasan pada semua

tingkat manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya air menjadi tidak terkendali.

Sumberdaya air sebagai bagian sumberdaya alam dan merupakan bagian ekosistem

yang terdiri atas air, sumber air serta potensi yang terkandung, dan sistem lingkungan yang

. mempengaruhi dan dipengaruhi. Sistem lingkungan meliputi unsur manusia, biota dan

ruang yang mempengaruhi baik secara negatif maupun positif proses siklus hidrologi yang
menghasilkan sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya air dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal yang saling terkait dan mempunyai hubungan timbal balik. Aspek
eksternal pengelolaan adalah politik, rekayasa, sosial budaya, ekonomi, dan I{ngkungan.
Sesuai dengan perkembangan sekarang, desentralisasi menjadi aspek yang diperhitungkan.
Sedangkan faktor internal pengelolaan sumberdaya air adalah aspek pemanfaatan,

pengembangan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya air.

Karena nilai dan fungsinya, air sangat ;iiperlukan dalam kehidupan dan pembangunan
dan pengenibangan suatu wilayah, maka pengelolaannya perlu didasarkan pada
kepentingan semua pihak yang terlibat (stakeholders). Secara alamiah air be;‘gerak
mengikuti hukum alam, melalui suatu sistem ruang spesifik berupa daerah pengaliran
sungai, dan fidak mengenal batas politik, ekonomi, sosial, administrasi, dan bahkan batas
negara. Sehingga pengelolaan sumberdaya air perlu pendekatan satu kesatuan sistem
berdasarkan wilayah sungai. Sesuai perspektif pengembangan wilayah yang menckankan
keterpaduan semua faktor yang terkait dengan ruang wilayah dalam suatu pengembangan
yang berkelanjutan dan terpadu, maka ﬁendekatan dalam pengelolaan sumberdaya air
menggunakan aspek berkelanjutan dan terpadu untuk mendukung pengembangan wilayah.
Sejalan dengan semangat reformasi, strategi dan kebijakan pembangunan sumberdaya air

perlu mempertimbangkan paradigma baru, dalam prinsip dan wewenang pengelolaan.
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Paradigma baru pembangunan terutama dalam konsepsi kebijakan ekonomi,
globalisasi, dan pembangunan berkelanjutan sebagai implikasi Undang Undang Nomor 22
tahun 1999, Undang Undang Nomor 25 tahun 1999, dan PP Nomor 25 tahun 2000
mengakibatkan meningkatnya potensi tawar, daya saing dan kemandirian wilayah.
Paradigma baru pengelolaan sumberdaya air sebagaimana uraian di atas berupa
pembangunan yang mandiri, berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan lingkungan, dengan
pendekatan pada pengembangan wilayah, partisipasi stakeholders (pemerintah, swasta,
masyarakat) yang demokratis dan transparan. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya air
diharapkan dapat mandiri, yang berarti dapat membiayai sendiri biaya pengeloiaan dari
nilai manfaat yang didapat sehingga pengelolaan sumberdaya air dapat berkelanjutan.

-

3.2 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air

Pengelolaan sumberdaya air adalah upaya penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pengembangan permukiman, pertanian, kehutanan, perindustrian, energi listrik,
air baku (domestik, perkotaan, dan industri), pengendalian banjir, pencegahan pencemaran,
perlindungan pantai, serta pengembangan daerah rawa. Sumberdaya air diklasifikasikan
menjadi air yang ada di atas permukaan tanah dan air yang di bawah permukaan tanah.
Klasifikasi tersebut meliputi kuantitas dan kualitas volume air yang ada dalam suatu daerah
pengaliran sungai dengan berbagai kegiatan dan permasalahan di dalamnya. Pengelolaan
sumberdaya air tidak hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air tetapi perlu
memperhatikan pula aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan sumberdaya air meliputi

pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, dan pelestarian air beserta sumber air.

3.2.1 Landasan Konstitusional

Pembangunan sumberdaya air adalah bagian Pembangunan Nasional sebagai
pengamalan Pancasila dan perwujudan amanat UUD 1945. Kebijakan nasional pengelolaan
sumberdaya air harus mengacu kepada kebijakan dasar sebagaimana yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan utama pengelolaan
sumberdaya air ialah pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial UUD 1945 terutama Pasal 33
Ayat 3 menyatakan bahwa :
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Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olch negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 33 dinyatakan

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok
kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa air sebagai salah satu sumberdaya alam yang

mutlak diperlukan dalam hidup dan penghidupan makhluk hidup tidak dapat dikuasai oleh
perseorangan. -

-

3.2.2 Arahan Garis Besar Haluan Negara

Menurut GBHN tahun 1999-2004, arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang
lebih kukuh bagi pembangunan ckonomi yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan akan
dicapai melalui 3 (tiga) hal pokok yaitu (Affandi dan Natasaputra, 2000) :

a. Membangun perekonomian yang mempunyai keunggulan kompetitif berdasarkan
keunggulan komparatif, :

b. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme
pasar yang berkeadilan, dan

¢. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.

Dari ketiga hal di atas, secara konsepsional telah terjadi perﬁbahan paradigma dalam

pembangunan ekonomi menjadi sebagai berikut :

a. Pembangunan ekonomi sektoral yang mengandalkan pusat pertumbuhan (‘g-,rrowth
centers) menjadi pembangunan berbasis sumber daya domestik (regional) yang
memiliki keunggulan komparatif,

b. Pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan (economic
democracy) sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945,

Pembangunan ekonomi menurut Mubyarfo (2000),

Jika aturan main sistem ekonomi kerakyatan benar-benar dipatuhi, maka sektor
ekonomi rakyat yang mencakup kehidupan sebagian besar rakyat kita harus dipihaki
dan dilindungi dari persaingan yang tidak sehat. Adalah adil melindungi dan
memihaki ekonomi rakyat yang selama Orde Baru selalu terpinggirkan.
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Kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah untuk
mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi
berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Arah kebijakan

pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam GBHN adalah (Tap MPR
Nomor IV/IMPR/1999) :

a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat

- bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan
menerapkan teknologi ramah lingkungan. )

¢. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan
pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang
diatur dengan undang-undang.

d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat
lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang,

e. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan,
keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk
mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

3.2.3 Landasan Perundangan-undangan

Kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya air mengacu pada landasan
utama pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Tindak lanjut pasal tersebut adalah
dengan dibeflakukannya Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, Dalam
- undang undang tersebut ditegaskan kembali bahwa,

air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serbaguna dan

dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya,

pelaksanaan penguasaannya diserahkan kepada Pemerintah dan harus digunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa semua pihak yang menggunakan air wajib
memperoleh ijin dari Pemerintah dan tidak dapat dianggap sebagai kepunyaan pribadi,
tetapi hanya mempunyai hak menggunakan air saja (hak guna air). Undang Undang Nomor
5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria Pasal 16 juga menetapkan

bahwa hak atas air adalah “hak guna air”.
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Dalam Bab III Hak, Penguasaan dan Wewenang, pasal 3 ayat (2) Undang Undang
Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan -

(2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang

kepada Pemerintah untuk :

a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber
air;

b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan
dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;

¢. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan,
penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;

d. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau
sumber-sumber air; '

e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-

hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan
atau sumber-sumber air:

Dan selanjutnya kewenangan pengelolaan diatur pada pasal 4 sebagai berikut :

Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang ini, dapat
dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik pusat maupun Daerah dan atu
badan-badan hukum tertentu yang' syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Perencanaan dan péngelolaan wilayah sumberdaya air ditujukan untuk kepentingan

umum disegala bidang kehidupan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Perencanaan dan

Perencanaan Teknis, pasal 8 Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan berikut :

Pasal 8

(1) Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun
atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan
umum,

(2) Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan
rencana-rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan
pengairan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat
disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas,

(3) Rencana-rencana dan rencana-rencana teknis dimaksud dalam ayat (2) pasal ini,
disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar
Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat
nasional, regional dan lokal.

Pelaksanaan perundang-undangan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air yang meletakkan dasar pola pengelolaan

sumberdaya air adalah wilayah sungai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991

tentang Sungai. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tersebut

adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989
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tentang Pembagian Wilayah Sungai. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan Sumber Air pada Wilayah
Sungai, Wilziyah Indonesia yang dibagi habis menjadi Wilayah Sungai, yang terdiri atas -

a. Kewenangan pengelolaan atas air dan atau sumber air pada 15 Wilayah Sungai di
bawah pengawasan atau pengaturan Menteri PU yang pelaksanaannya
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengairan.

b. Kewenangan pengelolaan atas air dan atau sumber air pada 73 Wilayah Sungai
diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Menteri PU.

¢. Kewenangan pengelolaan atas air dan atau sumber air pada 2 Wilayah Sungai
(Citarum dan Brantas) diserahkan kepada Badan Hulum tertentu.

Dasar hukum dari pendekatan Satuan Wilayah Sungai adalah sebagai yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Bab III
Pola Tata Pengaturan Air adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara Nasional yang dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bagi kepentingan
masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk
perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air yang didasarkan
atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan
perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air.

Pasal 4

(1) Kesatuan wilayah tata pengairan ditetapkan berdasarkan wilayah sungai.

(2) Dua daerah pengaliran sungai atau lebih yang secara alamiah atau buatan
berhubungan satu sama lain, keseluruhannya dinyatakan sebagai satu wilayah
sungai dan masing-masing merupakan sub wilayah sungai.

-Pasal 5

(1) Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 atas air dan atau
sumber air yang berada di wilayah-wilayah sungai atau bagian-bagian dari pada
wilayah sungai di dalam svatu daerah, dilimpahkan dalam rangka ftugas
pembantuan kepada Pemerintah Daerah kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan
Pemerintah,

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Menteri.

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas wilayah sungai
yang berada pada lebih dari satu daerah tetap berada pada Menteri.

Pasal 7

(1) Rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air
pada tiap wilayah sungai disusun secara terpadu dan menyeluruh.
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Dengan-berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, yang merupakan pengganti Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang
dirasakan kurang aspiratif. Sebagai kelengkapannya diterbitkan pula Undang Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah yang mengatur pembagian keuangan yang lebih proporsional. Pelaksanaan undang
undang tersebut akan membawa dampak perubahan yang luas dalam penyelenggaraan
negara, termasuk pula reorientasi dalam pengelolaan sumberdaya air. Perubahan penting
tersebut adalah kedudukan Pemerintah Propinsi, Kabﬁpaten dan Kota dalam hal

kewenangan pemerintahan dan keuangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom dan Pemerintah
Propinsi sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional
secara makro dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia,
pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi,
dan standarisasi nasional.

Pasal 9

(1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan
dalam bidang tertentu lainnya.

(2) Kewenganan Propinsi sebagai Dareah Otonomi termasuk juga kewenangan yang
tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

(3) Kewenangan Propinsi Sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah

Pasal 10

(1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya
dan bertanggungjawab memélihara  kelestarian lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Kewenangan Daerah di Wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

meliputi

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas
wilayah laut tersebut ; :

b. pengaturan kepentingan administrasi;

¢. “pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau
yang dilimpahkan kewenanganya oleh pemerintah; dan

e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.

Pasal 11

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota menicakup semua kewenangan
pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur
dalam Pasal 9.

(2) Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,
pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian isi pasal tentang kewenangan di atas, kewenangan di bidang
pengelolaan sumberdaya air tidak dinyatakan dengan jelas. Menilik lingkup pengelolaan
sumberdaya-air yang tujuan akhirnya untuk kebutuhan orang banyak dan proses terjadi dan
keberadaan air yang tidak mengenal batas administrasi, maka pengelolaan sumberdaya air
dapat dimasukkan sebagai penunjang dalam perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan secara makro (Pasal 7 ayat 2). Akan tetapi kalau ditinjau dari sisi
sumberdaya air sebagai bagian dari pekerjaan umum atau pendukung lingkungar{ hidup
menjadi wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan
pertimbangan tersebut, pengelolaan sumberdaya air mempunyai 3 (tiga) alternatif
kewenangan yaitu (Inpasihardjo, 1999) :

a. Tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat apabila sumberdaya air dianggap
sebagai sumberdaya yang strategis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
Pelaksanaan dari kewenangan tersebut dapat dilimpahkan ke daerah propinsi
dengan menggunakan azas dekonsentrasi.

b. Menjadi kewenangan daerah propinsi sebagaiman diatur dalam Pasal 9 serta
mengingat keberadaan sumberdaya air umumnya mencakup lintas kabupaten.

¢. Menjadi kewenangan wajib bagi daerah kabupaten atau daerah kota sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat (2).
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